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Pembangunan PLA

PROSES perbaikan tembok bangunan PLA yang sebelumnya dikerjakan secara asal-asalan

PALU, MERCUSUAR — Pembangunan
proyek Pusat Layanan Autis (PLA) di
Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore
Kota Palu, kembali dilanjutkan. Proyek
yang menelan anggaran senilai Rp6,164 M
tersebut, sebelumnya sempat terhenti karena
dililit beberapa masalah dan akan dilanjutkan
setelah dika{\(ﬁongi hasil audit BPK RI.
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®
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Ironisnya; sesuai pantauan
Mercusuar dilapangan pada Sabtu
(30/8/2014), pengerjaan PLA
kembali digenjot dan ditengarai
tanpa mengantongi hasil audit
BPK RIL Dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP) BPK RI atas
laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) Kota Palu tahun
2013, tak mencantumkan proyek

PLA Kawatuna.

Pembangunan proyek yang
bersumber dari APBN 2013
tersebut, kini melibatkan sekitar
10 orang pekerja bangunan
dengan dibantu sebuah alat
berat. Pelibatan alat berat ini
untuk meratakan dan menimbun
halaman PLA tersebut.

Dinding bangunan di beberapa

jutkan

titik yang sebelumnya terkesan
dikerjakan asal-asalan, juga mulai
dibenahi

Wartawan Koran ini mencoba
mengorek keterangan mengenai
kelanjutan pembangunan PLA
dari sejumlah pekerja di‘lokasi
pembangunan, namun mereka

Baca PLA di Hal. 7
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PLA dari hal

enggan berkomentar.

“Saya kurang tahu mengenai
PLA ini, karena saya hanya
pekerja apalagi pengawasnya juga
tidak ada,” kata salah satu pekerja
yang enggan memberitahukan
namanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (Disdkbud)
Kota Palu, Kamaruddin,
mengatakan, pembiayaan
proyek pembangunan lanjutan
Pusat Layanan Autis (PLA)
Kelurahan Kawatuna Kecamatan
Mantikuloere, bersumber dana
APBD senilai Rp 1,566 miliar.

Dikatakan Kamaruddin,
Pemerintah Kota Palu
menargetkan akhir tahun 2014
ini, PLA sudah harus rampung
beserta pembangunan tambahan
seperti, pagar dan pondasi
yang retak. “Dilihat dari proses
sebelumnya, pembangunya
tidak memakan waktu lama,
bila sebelumnya telah selesai
sekitar73 persen maka sisanya
tinggal 27 persen,” terang
Kamaruddin, Jumat (29/8/2014)

Ditambahkan Kanfiruddin,
pembangunan lanjutan PLA ini
sesuai permintaan dari pihak
Kementerian Pendidikan
(Kemndikbud) agar proyek
yang menelan anggaran sebesar
Rp6,164 miliar ini segera

diselesaikan. Sebab, jika dibiarkan
terbengkalai akan jadi beban
daerah dan akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar lagi
Apalagi PLA Kawatuna sudah
menjadi aset daerah.

Sebelumnya, kasus
pembangunan pusatlayanan Autis
(PLA) di Kelurahan Kawatuna
Kecamatan Mantikulore Kota
Palu, ternyata luput dari
audit BPK RI. Padahal proyek
pembangunan PLA Kawatuna
dianggap bermasalah. Selain
pembangunannya belum
rampung, sejumlah titik pada
pondasi bangunan tersebut sudah
retak hingga menganga sekitar
dua centimeter.

Pengerjaan bangunan
Sekolah Pusat Layanan Autis
yang dimulakan pada 25 Juni
2013 tersebut, saat dihentikan

* pengerjaannya, realisasi fisiknya
baru mencapai 50 persen.
Bangunan dua lantai itu jika
diperhatikan, pengerjaannya
terkesan asal-asalan. Hal itu
terlihat dari banyaknya pondasi
yang retak serta plafon banyak
berjatuhan,

Walau bermasalah, proyek ini
tak tercantum dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun
2013. Justeru yang masuk dalam
LHP BPK RI tahun 2013 adalah

proyek pembangunan Gedung
ruang kelas SMAN 7 Palu. _
Perbedaan perlakuan yang
cenderung kontradiktif tersebut,
tentunya menimbulkan tanda
tanya, ada apa sehingga kasus
pembangunan PLA luput dari
audit BPK RI. Padahal kedua
proyek tersebut menggunakan
dana APBN. “PLA Didanai APBN
sehingga diaudit oleh tim auditor
dari BPK pusat,” ujar Kepala
Dinas Pendigikan Kota Palu Sadly
Lesnusa pada suatu kesempatan.
Belakangan, proyek PLA
Kawatuna akan dilanjutkan
pembangunannya walau tanpa
mengantongi hasil audit BPK
RI. Padahal sesuai pernyataan
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) Palu
Sadly Lesnusa sebelumnya, pihak
Disdikbud Kota Palu belum bisa
memastikan tahun ini apakah
pembangunan Pusat Layanan
Autis (PLA) dan SMA Negeri 7
Palu itu akan dilanjutkan kembali.
“Pembangunan (PLA dan SMAN
7) itu memang masih sulit untuk
Kelanjutannya karena masih
terus dilakukan audit, baik dari
inspektorat maupun dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat.
Nantinya seluruh data audit, baik
dari Inspektorat maupun BPK RI
akan dikombain lalu diproses,

sehingga pengerjaannya baru bisa
dilanjutkan,” kata Sadly.

Seiring dengan berjalannya
waktu, pernyataan mantan Kepala
Inspektorat Kota Palu ini terkesan
bergeser.

Permasalahan pembangiinaan
PLT dan SMAN 7 Palu yang hingga
kini masih ditangani BPK RI,
ternyata belum ditangani oleh
Inspektorat Kota Palu. Walau
Disdikbud Kota Palu pernah
menyurati Inspektorat untuk
pelaksanaan audit, namun karena
pertimbangan akan bertabrakan
dengan jadwal BPK Pusat, sehingga
audit dari Inspektorat tertunda.
“Kami pernah mengirimkan
surat kepada Inspektorat untuk
audit bagunan tersebut, tetapi
Inspektorat sendiri menyatakan
pihaknya juga masih menunggu
karena jadwal audit dari BPK
pusat sementara berlangsung. Hal
itu, jika mereka melanjutkan audit
takutnya nanti akan tabrakan
dengan jadwal BPK pusat,” kata
sadly.

Namun pada prinsipnya
kata Sadli, untuk melanjutkan
pengerjaan bagunan tersebut,
seharusnya ada penyerahan
asset bangunan PLA Kawatuna
dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Sehingga,
jika itu sudah terlaksana, barulah

pihak Disdikbud bisa melakukan
langkah selanjutnya. Disdikbud
kota juga nantinya akan
bekerjasama dengan pihak Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu
untuk bisa melihat bagaimana
sebenarnya kelayakan dari PLA
Kawatuna dan SMAN 7 Palu.

“Sebelumnya kami
mendapatkan laporan bahwa
pengerjaafl bangunan tersebut
sudah mencapai 70 persen tetapi
menurut saya bahwa tidak layak
dikatakan cealisasi fisiknya sudah
mencapai 70 persen dengan
kondisi fisik seperti itu. Bisa
dilihat langsung pondasi dari
bangunan autis bukan hanya
pecah tetapi ada yang sampai
tergantung karena bahan yang
digunakan tidak kuat,” sesalnya.

Untuk itulah tambahnya,
pihak Disdikbud juga harus
mengantongi hasil audit untuk
mengetahui apakah bagunan itu
perlu dilanjutkan atau tidak.

“Kita bisa melihat bahwa
bagunan tersebut sebenarnya
sudah sangat tidak layak
digunakan terutama pusatlayanan
autis. Jika kita menggunakan
asas manfaat, bisa dibayangkan
bagaimana bisa digunakan siswa
untuk proses belajar mengajar
jika kondisi bangunan sepertiitu,”
terangnya. uTM
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




